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BAB I1
KONSEP UTANG-PIUTANG (AL-QARDH) DALAM FIQH MUAMALAH
A. Pengertian Utang-Piutang (al-Qardh)
Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, gardh

bermakna ¢l=sS\ (memotong)®. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh

orang yang meminjamkan memoto ian hartanya.? Harta yang dibayarkan
kepada mugtarid aka dinam‘; sebab merupakan

Qir

potongan dari ha id (pemilik barang).® pakan kata benda

(mas giradh memiliki arti bahasa yang sama dengan ga h juga
berarti an dan atau keburukan yang kita pinjamkan.® Al- adalah

pinjaman yang diberikan kepada mugtaridh yang membutuhkan dana dan/atau
- -‘( f,
engertian al-gardh menurﬁer;\mologi, antara lain dikemuk

ulama Hanafiyah. Menurutnya gardh adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta

mitsil miliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan entara

definisi menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerah rta kepada

orang lain yan disertai iwadh (imbal tambahan dalam

pengembaliannya.” ngkan a Syafi “gardh mempunyai
pengertian yang sama dengan dengan tefm as-Salaf, yakni akad pemilikan sesuatu

untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.

! Isnawati Rais dan Hasanudin, Figh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, him.149

2 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, him. 181

% Azharuddin Lathif, Figh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, him. 150

* <Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, Figh Riba, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, him. 323

> Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 4
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Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya gardh merupakan
salah satu jenis pendekatan untuk bertagarrub kepada Allah dan merupakan jenis
muamalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk
memenuhi  kebutuhannya, karena mugtaridh (penghutang/debitur) tidak

diwajibkan memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang

dipinjamnya itu kepada mugridh mberikan pinjaman/kreditur), karena
gardh menumbu lema kep ia, mengasihi dan

memberikan kem

alam urusan mereka serta n jalan keluar dari

duka yang menyelimuti mereka.

ut fatwa, al-gardh ialah, “Akad pinjaman kepada n dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib meng(;balikan dana yang diterimanya kepada
S dan nasabah.”®

aktu yang telah disep;?
akikat al-gardh adalah .p@ﬁ)ﬁh an dan kasih sayang b ang

meminjam. la bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan,

didal ak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. la m g nilai

kemanusi an sosial yang penuh kasih sayang untuk uhi hajat

peminjam. Penge untungan oleh yang me (mugtaridh) harta

membatalkan kontr -gardh.

Perjanjian gardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian gardh,

pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan

®Atang Abd. Hakim, Figh Perbankan Syariah Transformasi Figh Muamalah ke dalam Peraturan
Perundang-undangan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hIm.267
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ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu
yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.’
Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekat kepada pengertian

yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk wuang untuk
dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta”
an ikan dari yang punya. Kata “untuk
€ g aﬂi*lepasan pemilikan

entara, dalam arti yang

disini mengandung arti pelepas

dikembalikan pad a”

hanya berlaku kan itu hanyalah

man erbentuk uang” disini mengandung arti uang d dinilai
denga . Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-me karena

yang sama”

iserahkan disini adalah harta b@fentuk barang. Kata “nilai yan

arti bahwa pengem-b\a'f‘l‘g n nilai yang bertambah ti

tang, tetapi adalah usaha%.‘\’:ng dikembalikan itu adal
maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada
pinja am, dan bukan utang-piutang.®

finisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, at diambil

intisari bahwa al- ah suatu akad antara dua ana pihak pertama

memberikan uang arang k edua u imanfaatkan dengan

ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang
ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa al-gardh juga

bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini

’ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, him. 75
& Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, Prenada Media, Jakarta, 2003, him. 222
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gardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang
nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.’
B. Dasar Hukum Utang-Piutang (al-Qardh)
1. Dasar Hukum Al-Qur’an
Dasar hukum utang-piutang atau gardh, dalam al-Qur’an diantaranya

adalah:

Firman Alla

Loy ks S5 Lol A Ao’ iAW i PSR 3l 15 G - Yo

54l

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman

enafkahkan hartanya di '!alan Qahé, maka Allah akan melipat akan

yaran kepadanya den t ganda yang banyak.

ng baik

enyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah™ kamu
balikan (Soenarjo, R. H. A, dkk., 1971: 70)*°

Ilah QS. Al-Bagarah : 280

e BORa ) § plaé
280. Dan jika (or‘/ang itu)

tangguh sampai dia berkelapan

aran, maka berilah

Firman Allah QS. Al-Bagarah : 282

558K i Jal ) oy 0 131 gl Gl g - YAY

’Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 274
19 Semua terjemahan ayat Qur’an dalam tulisan ini dikutip dari R.H.A. Soenarjo dkk. (1971).
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282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...
Firman Allah Q.S Al-Hadid : 11

£ K 53T A5 AT Al il UL a8 2l (im0 5301 13 32 )Y

11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah

akan melipatgandakan (bal jaman itu untuknya dan dia akan
memperoleh g banya

-Taghabun : 17

Firman Allah QS.
ada K A 5 &0 5k 5 a80 Ale L) Lies W 38 4 - VY
17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah

lipatgandakan balasannya ke mu dan mengampuni kamu. Ilah

=
Pembalas Jasa lagi Mahmwun.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan

adalah

perbua ardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbal

akan dakan oleh Allah.

Dari sisi mugridh, (orang yang memberikan u
kepada umatnya emberi antuan

membutuhkan dengan cara memb . Dari sisi mugtaridh, utang bukan

Islam menganjurkan

orang lain yang

perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan
tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti

yang diterimanya.'

11 Ahmad Wardi Muslich, op. cit., hlm. 274-275
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2. Dasar Hukum Hadits
Qiradh merupakan salah satu bentuk tagarrub kepada Allah swt., karena
giradh berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan
kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam
menganjurkan dan menyukai orang Yyang meminjamkan (giradh), dan
membolehkan bagi orang yang di giradh, serta tidak menganggapnya
sebagai sesuatu y , kar eneri ntuk dimanfaatkan

eminjam tersebut

dalam upaya

i kebutuhan hidupnya,

harta seperti semula.*?

nu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda:

kecuali yang satunya adalah (senilai) shadagah.” (HR Ibnu Maja

ri Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah ‘nah

mengembalikan unta yang lebih bai

muda lalu beliau

dari yang dipinjamnya, dan beliau
bersabda, ‘sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan

(hutangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih)*

12 sayyid Sabiq, op. cit., him. 181

3 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2012), him. 118

“ Ibid.
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Dari Abu Rafi’ ia menuturkan:
3K JAAN ol ) cald caBalall e ) 436158 055 e A I3 Callil
G S (8 G Akt ;o m A 08 Lelis 15 S ) i b el o 2
Ll 30
“Rasulullah SAW pernah berhutang onta yang masih kecil, lalu datanglah
onta shadagah. Rasulullah menyuruhku untuk membayar hutang onta kecil

tersebut. Kemudian aku berkata, “Aku tidak menemukan (kekurangan) pada onta
itu kecuali itu onta yang bagus ewasa. Rasulullah SAW bersabda,

“Berikanlah kepad karena manusia h yang paling baik
pembayarannya.” u
Dari Jabir llah, ia berkata:

FELS

(33 (Al (G . pa

pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu be
hutang,itu dan menambahinya.” (Shahi g\/luttafaq ‘Alaih).*®

U

i hadits-hadits terset.)u p péhami bahwa gardh
) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi im oleh
Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan

tamb dap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasa bukan

Wa’ boleh dilakukan.

manusia yang tidak bisa hidup tanpa

karena m hi syarat pinjaman.
3. Dasar Hu‘
Para ulam men

Kesepakatan ulama ini didasari tabi

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala

barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu

> Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
hlm. 545
*° Ibid.
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bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat
memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.*’
4. Dasar Hukum Kaidah Figh
Adapun dasar hukum utang-piutang (gardh) dalam kaidah figh muamalah

adalah:

“Hukum asa ua bent

ada dalil yang mengharamkannya”

2

BIIS

13

1ap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan

< ’i

k yang meminjami mem)ahala sunat. Sedangka
seperti

riba

minjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam

hukum mberi hutang hukumnya sunat malah menjadi waji

men ng yang terlantar atau yang sangat perlu atau berha

C. Rukun Utang-Piutang (al-Qardh)

Adapun yang un gar tiga, yai

1. Shighat Qardh
Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku

memberimu pinjaman,” “Aku mengutangimu,” “Ambilah barang ini dengan ganti

Y"Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), him.132-133

8 A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Figh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang
Praktis), (Jakarta, Kencana, 2007), him. 138

% A. Munir dan Sudarsono, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992), him.
252
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barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu

b

mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan ada

pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.
Redaksi gabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli.

Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 1000 dirham,” lalu

peminjam menerima lima ratus dirh sebaliknya, maka akad tersebut tidak
sah. Utang-piutan sah bi unaka h (meminjami) atau

ah digunakan dalam shig

salaf (mengutang abul seperti telah

dise as. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.”

1an ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika pem berkata

pemberi pinjaman, ‘“Berik ilah saya utang sekian,” lalu dia
ya; atau pemlnjamWeorang utusan kepa i
, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad gar ebut

sah. Mepurut al-Adzra’i, ijma’ ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

2. ak yang Terlibat Qardh

i pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni caka ermakan

harta, sebab aka iutang mengandung u nahan. Sedangkan

peminjam hanya di an cak a orang yang boleh

bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual
beli.
3. Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan

dapat dijadikan barang pesanan (muslam fih), yaitu berupa barang yang
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mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara’) dan
karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan
tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang

ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, gardh ilakukan terhadap setiap harta yang

dimiliki melalui tr | beli asi ka tertentu. Alasannya

gardh merupaka penyerahan akad pen hak milik yang

kom diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena gardh

tidak alah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi denga teristik

tertentu seperti akad pemesanan, buka Lbarang yang tidak dibatasi dengan sifat
erti batu mulia dan Iéi% ’?Qardh juga hanya bol

harta yang telah diketahu éﬁ: Apabila seseorang men

makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena gardh menuntut

peng arang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diket u tidak

mungkin asinya.”

D. Syarat-Syar
Ada empat sya
Pertama. Akad gardh dilakukan“dengan shigah ijab gabul atau bentuk lain

yang bisa menggantikannya, seperti cara mu athah (melakukan akad tanpa ijab
gabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi’iyah cara mu athah

tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

20 \Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, him. 20-21
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Kedua. Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi
maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa,
berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru’ (berderma).
Karena gardh adalah bentuk akad tabarru. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan

oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam

membelanjakan harta, orang yang dan seorang wali yang tidak sangat

" Hal i mere‘kanlah orang yang
d tabarru’ (berderma).

Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haru

terpaksa atau ada

dibolehkan melak

mitsli.
Sedan am pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan pa saja

yang bisa dibolehkan dengan harta ;saja yang bisa dijadikan tanggungan,

, biji-bijian, dan har.ta‘?}\{éﬁi hewan, barang tak b
lain 4 X

eempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dala

takaran,

timb ngan, maupun ukuran panjang supaya mudah di n. Dan

dari jeni g belum tercampur dengan jenis lainnya sepert um yang

bercampur dengan na sukar m

Akad qar ang dibuat untuk
mempertegas hak milik, seperti pensyaratan adanya barang jaminan, penanggung
pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan

Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad
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gardh, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang
bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau
hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak

akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian

barang cacat sebagai ganti yang s atau yang jelek sebagai ganti yang

bagus atau syarat pinja da ora

1. Harta yan ikembalikan

lama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi p untuk

menge an harta semisal apabila 1a meminjam hart i, dan

mengembalikan harta semisal dalam gtuknya (dalam pandangan ulama selain

bilan pinjamannya.? ﬁﬁ;a- gimiy, seperti me
ka yang ciri-cirinya mirip de ma yang dipinjam.
2. \Waktu Pengembalian
t ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian gganti
adalah

saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, se peminjam

menerima pinjam rena gardh, merupakan g tidak mengenal

batas waktu. Seda waktu embalian itu adalah
ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal.

Karena mereka berpendapat bahwa gardh bisa dibatasi dengan waktu.**

2 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 378-379
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E. Tambahan dalam Utang-Piutang (al-Qardh)

Ada dua macam penambahan pada qgardh (utang-piutang), vyaitu
sebagaimana berikut ini:

a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma’.
Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi
utang kepadamu dengan sy u memberi hak kepadaku untuk
menempati ru tau sy faat la‘likian ini termasuk

rekayasa terh ]

bahan diberikan ketika membayar utang tanpa sy yang

de Ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik ber hadits

yang telah dikemukakan di pasal dasar al-gardh (utang-piutang).*

e
)

ala pengembalian ba-raﬁwnj?n >yang diwajibkan adal

ka . Oleh karena itu, kedua beé(phﬁ

barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya

disyaratkan harus mengeta adar

dan sif

benar. a diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian b jaman,

baik yan otensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, t oleh lebih

sedikit, juga tida ih berkualitas atau lebi emikianlah hukum

dasarnya. Namun n, kele an sifat, an tidak disyaratkan,
masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi
perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan

yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak

22 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad
bin Ibrahim, Ensiklopedi Figih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah
Al-Hanif, 2009), Cet-1, him. 168-169
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dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihkan dari jumlah yang
diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi
kalau yang berhutang atas kemauannya melebihkan jumlah pembayaran itu boleh
diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.*®

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian

yang benar menurut kebanyakan p adzhab syafi’i, termasuk salah satu

pendapat Zhahiriy, bara serup a. Dalilnya adalah

hadits Abi Rafi’, annya Nabi saw. meminja unta kecil (masih

bayi) g ini adalah binatang yang bernilai - kemudian bel ruhku

(Abu ntuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba ta yang

berumur tujuh tahun). Sedangkan unta ékcil itu masih berusia remaja.” Jika tidak

inkan untuk mengemﬁm ‘baﬁ yang sama persis m
Zha h, kembalikanlah dengaé nilai “yang sama dan berusahal
mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

t kedua menurut Syafi’i, termasuk juga pendapat

h yang

lain, ada ngembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak in untuk

mengembalikan b sama persis dari semu . Nilai itu dihitung

saat penyerahan ke emberi ebab pin juga memiliki nilai
pinjaman setelah diserahkan kepa a, seperti yang dikemukakan oleh
Zhahiriyah, demikian juga Syafi’i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi’i adalah
nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih

banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat

2 R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium llmu Hukum,
(Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, him. 165
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bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai
ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika
memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti

yang telah diketahui bersama, menurut ahli figh, memberikan pinjaman bisa saja

berupa barang yang berpotensi ri un yang bukan. Dalam transaksi
da be ara h“erpotensi riba dan
a, seperti yang dikatakan wawi. Ibnu Hazm

a pun

pemberian pinjam

yang bukan berp

berk: dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam

maka eh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengemba g lebih

banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lai
bentuk dan kadar denm;ﬂg dipinjamkannya.”
eluruh ahli figih sepakat bahwa g tambahan yang disyara

pemberi_pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu

, tetapi

sejeni uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Seb i telah

menyele dari tujuan utama memberikan pinjaman, yait sayang.

Berkaitan denga seperti itu, Hanafi at bahwa hukum

memberikan tetap etapi s t tida Sedangkan Syafi’i
F. Khiyar dan Batas Waktu Utang-Piutang (al-Qardh)
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya khiyar

majlis, dalam akad gardh tidak ada khiyar majlis dan tidak pula khiyar syarat,

24 Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, op. cit., him. 326-332
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karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad (al-faskh). Padahal dalam

akad gardh, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan

akad bila ia berkehendak, sehingga hak khiyar ini menjadi tidak bermakna.
Mengenai batas waktu, jumhur fugaha tidak membolehkannya dijadikan

sebagai syarat dalam akad qardh. Oleh karenanya, apabila akad gqardh

ditangguhkan sampai batas waktu t aka ia tetap dianggap jatuh tempo.

tuk j
han waktu maka ia akan te

tu akad gardh tidak boleh menyertakan batasan jat

Pasalnya, secara e am dengan dirham,

sehingga bila ada lam riba nasi ‘ah.?

Lain sebab

Syarat untut penambahan kompensasi, sementara kompens h tidak

mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah
alam perjanjian qardh @aku %®Akan tetapi me
hwasannya “boleh ada syg;a{ waktu dalam giradh, dan syara

harus dilaksanakan. Apabila giradh ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi

2927

girad rhak menuntut sebelum masanya tiba.

- h merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, a pemberi

pinjaman berhak Jika telah po. Hal itu karena

akad gardh adalah sejenis pada barang
mitsliyat, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo,
seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang

sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini

% Wahbah az-Zuhaili, op. cit.,hlm. 375
%6 Wahbah Zuhaili, op. cit., him. 23

%7 Sayyid Sabiq, op. cit., him. 182
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berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad ijarah,
dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak
dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang
demikian itu.

Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa

penangguhan dalam akad gardh menj ifat mengikat dalam empat hal.

1. Wasiat, yaitu orang t untu kan hartanya pada

orang lain sa tu tertentu, satu tahun mis .'Maka dalam kondisi

ris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh t
2. A enyangsian, yaitu tatkala akad gardh ini disangsi mudian

pemberi pinjaman menangguhkand%a. Maka pada kondisi seperti ini, batas

enjadi mengikat. A
tusan pengadilan, yaitu mn memutuskan bahwa ak

(dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada

p alik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori i batas
wa jadi sesuatu yang mengikat.
4. Dalam akad engalihan i injam mengalihkan

tanggungan ut pada pihak ketiga, lalu

pemberi pinjaman menangguhkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan
utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditangguhkan. Hal itu
dikarenakan akad hiwalah merupakan pengguguran tanggung jawab.

Maksudnya dengan akad hiwalah ini tanggung jawab si muhil (yang

mengalihkan utang) menjadi gugur dan si muhal (yang dialihkan utangnya) —
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yang merupakan pemberi pinjaman — menjadi memiliki utang atas muhal
alaih (yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad
hiwalah merupakan akad penangguhan utang bukan akad gardh.

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad

gardh meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam

kondisi yang empat tadi. Sedangka alik berpendapat bahwa akad gardh

boleh diundurkan anggu atas al kedua belah pihak

punya kebebasan ad gardh, baik dalam me n, melangsungkan

mau uskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat ngkin

yang b rima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman.
G. Relevansi Akad Qardh dengan ¢

d giradh adalah al-<a-‘ m pémilikan), karena qi
dib an pada orang yang ca?ilay§< menggunakan harta dan

kecuali

a
sah

engan ijab dan gabul, seperti akad jual beli dan hibah. Akad giradh

apabila digunakan dengan lafadz giradh, sala yang

memiliki maan makna. Kalangan pengikut madzhab Mal erpendapat

bahwa pemilikan Walaupun ima harta tersebut

belum dilakukan. g men giradh dibolehkan
mengembalikan harta tersebut dengan®yang sama atau harta atau barang itu
sendiri, serupa atau tidak, selagi tidak terdapat perubahan, penambahan atau

pengurangan. Wajib mengembalikan yang sama.?®

28 \Wahbah az-Zuhaili, op. cit, him. 375-376
%% Sayyid Sabig, loc. cit.
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Akad giradh yang dilakukan oleh masyarakat saat ini kebanyakan sudah
tidak mengikuti lagi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam figih.
Akad yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya mengikuti tradisi yang
secara turun-temurun sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi hukum adat

bagi masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat akad giradh yang

dilakukan secara turun-temurun i akan akad yang sah tanpa harus

um adat dikenal dengz“urf. Dalam buku

karal . Muhamad Abu Zahrah dikatakan bahwa ‘urf dalah

mengikuti ketentu

Dalam s

“bentu mu’amalah (hubungan kepentingan) yang tela di adat

kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (Konstan) di tengah masyarakat.” Dan ini

alah satu sumber huk

aﬁéri ushul figh yang

bda Nabi Muhammad SA

®

G 3 e 48 3l 45 s
ng dipandang baik kaum muslimin, maka men

digolongkan sebagai perkara yang baik.”

Hadits ini, | segi ibar aupun tuj enunjukkan bahwa

setiap perkara yang telah mentr angan kaum ‘muslimin dipandang
sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan
Allah. Menentang ‘Urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan
menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama Madzhab Hanafy
dan Maliky mengatakan bahwa “hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang

shahih (benar), bukan yang fasid (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan
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berdasarkan dalil syar’iy.”*® Maka ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, ‘urf

pun terbagi dua:

a. ‘Urf yang fasid (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu ‘urf yang
bertentangan dengan nash gath’iy.

b. ‘Urf yang shahih (baik/benar). ‘Urf yang kedua ini bisa diterima dan

dipandang sebagai salah satu su ok hukum Islam.*

Sebenarny h mer a“
Akad ini diperin len Allah dengan maksu

diant a manusia, menolong mereka dalam menghadapi rusan,

tolong-menolong.

menga3|h| sesama

dan m an denyut nadi kehidupan. Akad utang-piutang I n salah

satu sarana untuk memperoleh pengha n dan bukan pula salah satu cara untuk

itasi orang lain. Aka Myataan yang terjadi di t

demikian. Alih-alih memb |ka¥ertolongan tetapi malah me kan
pihak yang ditolong. Akad gardh yang secara tradisi terjadi di masyarakat justru
mem alah satu pihak. Dengan demikian perlu adanya an ‘urf

dalam pe aan akad gardh di masyarakat. Karena tidak se adisi yang

biasa dilakukan m merupakan tradisi yang b

Sebagaiman telah f mene osisi penting dalam

bangunan hukum Islam. Masalah yang*terkait dan diatur berdasarkan ‘urf atau
harus diselesaikan dengan mempertimbangkan ‘urf yang berlaku di tempat dan

masa terjadinya masalah tersebut, cukup besar jumlahnya.*? Abu Al-Husain Al-

®Muhamad Abu Zahrah, Ushul Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), him.416-417

*! 1bid, hlm. 418

%2|_ahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi’i, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2001), him.150
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Bashri membagi adat kepada dua bentuk; perbuatan dan perkataan. Menurutnya,
adat berupa perbuatan tidak dapat membatasi (takhshish) ungkapan umum. la
menegaskan bahwa adat bukan hujjah sebab adat perbuatan itu ada yang baik dan
ada yang buruk, sedangkan pertimbangan akal hanya berlaku selama syara’ tidak

memberikan ketentuan lain.

Dilihat dari proses pelaksan gardh yang kini sudah menjadi adat

napat S rat yan
berlangsung yang tida

Dian alah syarat waktu pengembalian, syarat jenis bar.

kebiasaan di masy oleh pihak pemberi

pinjaman pada rkan oleh syara’.

harus
dikem , dan syarat penambahan jumlah barang yang di . Maka
menurut pemahaman ‘wurf akan tersebut termasuk kedalam ‘wrf fasid (rusak).
ana ‘urf yang rusak\ﬂdgk molehkan untuk dipeli
aranya itu berarti menentJ:ﬁ da\r syara’. Maka apabila man
saling

engerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad

ghar athar (tipuan dan membahayakan), maka bagi i tidak

mempun ngaruh dalam membolehkan akad ini. Karena itu Undang-

Undang Positif ak diakui : n dengan undang-

rf yang b

undang umum.® A api tida gardh kan ‘wrf yang fasid.

Jika akad gardh itu dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh
syara’ maka akad tersebut masuk kedalam ‘urf shahih. Jadi relevansi antara akad
gardh dengan ‘urf itu dilihat dari ketetentuan akad yang digunakan pada saat

akad gardh berlangsung. Apakah dalam akad tersebut terdapat hal-hal yang

$Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Figh), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), him. 133
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dilarang oleh syara’ atau tidak, itulah yang akan menentukan akad tersebut
termasuk kedalam jenis ‘urf yang shahih atau yang fasid. Dan setiap jenis ‘urf
tersebut memiliki konsekuensi hukum masing-masing.

H. Kehujjahan ‘Urf

‘Urf (adat kebiasaan) yang benar, yaitu yang tidak menyalahi syara’,

hendaknya menjadi bahan pertimb eorang ahli ljtihad dalam melakukan

hakim engel‘tusannya.
n ‘urf tersebut ialah:

lam dalam mengadakan hukum juga memperha iasaan

ijtihadnya dan bagi

Alasan pe

a.

't ng berlaku pada bangsa Arab, seperti syarat seim afa’ah)

dalam perkawinan dan urut-urut ;perwalian dalam nikah dan pewarisan
usaka atas dasar ‘asal;W—an susunan keluarga).
yang dibiasakan orang, ‘baik Kkata-kata maupun perbuatan,
p

edoman hidup mereka yang dibutuhkan.
ng salah, yaitu yang berlawanan dengan syara’ wanan
dengan yang sudah jelas karena ada nasnya, maka tida jJadi bahan

pertimbangan se mujtahid atau  seseor m.®*“Urf menurut

b.

penyelidikan buka upakan " terse ada umumnya, ‘urf

ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan
hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang ‘amm
(umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘urf pula terkadang giyas itu

ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila ‘urf" sudah

 A. Hanafie, Ushul Figh, (Jakarta: Wijaya, 1959), him.146
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terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut giyas, karena kintrak tersebut
adalah kontrak atas perkara yang ma 'dum (tiada).>

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para Ulama berhujjah
dengan ‘urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum figh, yaitu :

a. Firman Allah QS. AL-A’raaf : 199

.ol ol gl 34
dan sur orang m yang ma'ruf”
t Al

Yang menuru arafy bahwa “setiap yang diakui adat, ditetapkan hukum

r'a, karena dzahir ayat ini.” !
b. Sa Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dari llah bin

ud : : 4 .
y - - 3¢e‘93‘3393é313&é&’
Maksud hadits ini adalah yan'g menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah
berlak rut adat kaum muslimin dan dipandangnya baik adal baik di
sisiﬁ“

c. Sabda Nabi ada Hindun istri Abi Su ika ia mengadukan

“Jadilah eng

suaminya kep afkah :

s s ol L Gl Y (e o
“Ambil dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut
rf”

Al Qurtuby mengomentari bahwa dalam hadits ini terdapat pengakuan

terhadap ‘wrf dalam penetapan hukum.

% Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figh, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), him. 131
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d. Dilakukanya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa
dengan melakukannya, mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari
mafsadat.

Sedang maslahat adalah dalil syar’iy sebagaimana menghilangkan

kesusahan merupakan tujuan syara’. Ketika agama Islam datang, maka ia

mengakui ‘urf orang Arab yang bai imbulkan maslahat), seperti diakuinya

ris “us am ur‘n waris, kewajiban
ang tak sengaja.

Fugaha berhujjah dengan ‘urf. Tetapi yang sangat dalah

sekupu dalam per

diyat terhadap pe

Maliki n Hanafiyah. Disebutkan bahwa Imam Syafi’i pun g pada
‘urf dalam membina sebagian hukum ;dzhabnya yang baru menurut ‘uzf” orang

ga Al Qarafy mengatai;b = ‘urf Itu sama-sama di

sel azhab dan siapa yang mem ab niscayalah ia menemui

5536

mereka terhadap ‘urf itu.

aan ‘urf oleh Al-Syafi’i cukup luas, wala hanya
menggun ya pada masalah-masalah yang tidak dijelaskan am nash.
Namun, Al-Syafi’ emasukkan i dalil atau sumber
hukum karena pada umber hukum: halal,
haram, dan sebagainya. Dalam kaitan dengan nash-nash syara’, ‘urf (yang berlaku
pada masa nuzul atau wurudnya) hanya berperan sebagai “alat bantu” penafsiran.
Dalam kaitannya dengan tindakan dan pernyataan-pernyataan para subjek hukum,

‘urf berfungsi sebagai rujukan dalam penetapan atauran atau batasan yang

% Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya), (Jakarta: Sinar
Grafika, 1995), him. 78-80
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mengikat dan menentukan keabsahannya. Dalam pandangan Al-Syafi’i,
tampaknya kedudukan ‘urf" sejajar dengan kaidah-kaidah keabsahan yang harus
diindahkan dalam memahami ungkapan dan pernyataan manusia dalam tindakan
hukum mereka. Jadi, seperti halnya kaidah kebahasaan, walaupun tidak
merupakan sumber hukum, ‘urf dapat mempengaruhi berlaku atau tidaknya suatu

hukum terhadap kasus-kasus.*’

%" ahmuddin Nasution, op. cit., him. 158-159




